WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai
m\iutda:ipengelnhanheuangan Nagari dilaksanakan

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun

Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2019 yang disusun sesuai dengan kaebutuhan



6.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- -Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran ' Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157 tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Paatumn?une:hmhnepubﬁklndomshﬂmﬁomn
2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari n
Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembamn Negsm
Repubﬂk!nﬂoneah‘l‘ahmeom Nm 168.
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14.
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17.

18.

—

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang
Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015 Nomor 27 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

Tentang Nagari, ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 Nomor 02 );
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23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari &
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja !
Nagara Tahun Anggaran 2019; d

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari

[ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 l
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan :
Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG ]

PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN KETERANGAN







